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Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia



HIV dan AIDS merupakan isu penting di dunia, menarik perhatian dalam waktu relatif singkat,
wabah HIV dan AIDS telah tumbuh dengan tingkat yang signifikan dengan lebih dari 33 juta orang
saat ini hidup dengan HIV dan AIDS (berdasarkan artikel di Situs ILO). Skala penularan secara global
menunjukkan bahwa perawatan dan penanganan menjadi perhatian vital. Walaupun, kebutuhan
untuk pencegahan efektif masih penting. HIV dan AIDS tak hanya berdampak pada orang dan keluarga
mereka, namun ia juga mempengaruhi dunia kerja dalam banyak hal, seperti diskriminasi terhadap
orang yang kena HIV dan AIDS. Pendek kata, HIV dan AIDS juga merupakan isu tempat kerja. Kemudian,
tempat kerja juga memainkan peran krusial untuk mengendalikan dampak itu sendiri dengan memiliki
beberapa program pendidikan di tempat kerja.

Selama kurun 2003-2006, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mengajak semua sektor untuk
mengambil tindakan guna mencegah HIV dan AIDS. Dengan menggunakan Panduan Kaidah ILO
tentang HIV dan AIDS yang telah dikembangkan pada 2001, ILO Jakarta mengadvokasi respon dari
komunitas dunia kerja di Indonesia.

Hasilnya, pada 25 Februari 2003, koordinasi antara Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kamar Dagang Indonesia, Asosiasi Pengusaha
Indonesia serta 3 (tiga) konfederasi Serikat Pekerja, telah memelopori langkah dengan
memperkenalkan Deklarasi Tripartit untuk Memerangi HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia.

Menindaklanjuti deklarasi tersebut, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah
mendeklarasikan Keputusan Menteri tentang Pencegahan HIV di Tempat Kerja pada 28 April 2004.

Sejak itulah, beragam program telah dikembangkan oleh pemerintah, organisasi pengusaha,
serikat pekerja serta perwakilan lokal/internasional untuk memperkenalkan pencegahan HIV di dunia
kerja. Terdapat beberapa tonggak sejarah yang sudah diraih dalam dunia kerja di Indonesia.

Meski demikian, ini bukan berarti tujuan akhir kita. Kita masih punya tanggung jawab untuk
memperkuat respon terhadap HIV dan AIDS di dunia kerja. Untuk tujuan itu, kita perlu memahami
praktik yang sudah dirampungkan saat ini dalam melawan HIV dan AIDS di tempat kerja.

ILO telah meminta TNS untuk menyelenggarakan sebuah penelitian untuk mengkaji isu ini, dan
dokumen ini menggambarkan temuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi Pendidikan HIV
dan AIDS di tempat kerja.

Pembukaan
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Tujuan dan Lingkup Penelitian

Survei ini secara khusus dirancang untuk mengukur penerapan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 68/2004 tentang Pencegahan dan Pengendalian HIV dan AIDS di
Tempat Kerja. Tujuan utama survei ini adalah:

1. Untuk mengukur tanggapan yang dilakukan oleh dunia kerja dalam rangka memerangi HIV
dan AIDS –merencanakan tindakan dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh tempat kerja
mengenai isu ini

2. Untuk menggali pelaksanaan (dan dengan menghormati) isu pencegahan HIV dan AIDS di dunia
kerja di dalam sektor publik maupun swasta; serta seluruh aspek pekerjaan (dalam sektor ekonomi
formal)

Untuk meraih tujuan survei di atas, data serta informasi yang mencakup dalam survei ini adalah
sebagai berikut:

A. Indikator Makro: Deskripsi umum tentang dunia kerja di Indonesia serta di lokasi geografis
terpilih:
• Jumlah pengusaha dan pekerja dari sektor publik serta swasta
• Kasus HIV dan AIDS yang sudah dilaporkan dalam lokasi geografis terpilih serta tingkat

pengaruh HIV dan AIDS
Informasi indikator makro pada dasarnya diperoleh dari bagian penelitian, di mana data
dikumpulkan dari beragam sumber pemerintahan, seperti:
• Biro Pusat Statistik,
• Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi: angka tenaga kerja, dan
• Komisi Penanggulangan AIDS: kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan serta tingkat pengaruh

HIV dan AIDS.

B. Survei di antara Pengusaha: Menggarisbawahi status dan variasi dalam respon tempat kerja
menurut:
• Lokasi geografis,
• Sektor,
• Industri (minyak dan gas, pertambangan, manufaktur, konstruksi, pertanian, transportasi,

perikanan),
• Kepemilikan perusahaan,
• Keanggotaan asosiasi dan serikat pekerja, dan
• Informasi tentang para pekerja – jumlah, usia, kelompok, gender, status pernikahan dan

tempat tinggal.
Di sini, TNS mengumpulkan informasi dari para pengusaha dengan menggelar wawancara
dengan sebuah perusahaan yang menjadi sampel penelitian pada sembilan kota di empat
provinsi terpilih. Satu sampel ditentukan agar menjadi cukup untuk menganalisis hasil
berdasarkan provinsi, jumlah tenaga kerja, serta sektor industri.



Survei dilakukan di 4 (empat) provinsi, mencakup ibukota serta paling banyak 2 (dua) kota
sekunder pada tiap provinsi

Ibukota: Jakarta (DKI Jakarta), Surabaya (Jawa Timur), Batam (Kepulauan Riau), Jayapura
(Papua)
Paling banyak 2 Kota Sekunder pada tiap provinsi:
• Malang dan Sidoarjo mewakili provinsi Jawa Timur.
• Tanjung Pinang mewakili provinsi Kepulauan Riau.
• Timika dan Sorong mewakili provinsi Papua.

Kota yang dipilih bersama ILO, berdasar pada tingginya pengaruh atau risiko kasus HIV dan
AIDS

Kelompok Sasaran

Perusahaan yang berkegiatan di sektor ekonomi formal yang mempekerjakan lebih dari 20
karyawan (termasuk pekerja tetap serta karyawan kontrak/musiman).
Cabang akan diperlakukan sebagai satu entitas tunggal, karena dinilai memiliki kebebasan dalam
menerapkan kebijakan sumberdaya manusia perusahaan, termasuk kebijakan HIV dan AIDS di
dunia kerja.

Bagian sumberdaya manusia atau pihak yang bertanggungjawab menerapkan kebijakan
sumberdaya manusia dan menangani isu sumberdaya manusia di perusahaan.
Perusahaan itu sendiri yang bergerak di sektor ekonomi formal dengan jumlah lebih dari 20
orang karyawan.

Desain Penelitian
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Sebuah kuota sampel ditentukan menjadi perusahaan besar, menengah dan kecil di 4 provinsi.
Untuk kepentingan penelitian ini, ukuran perusahaan ditentukan sebagai berikut:

• Perusahaan berukuran Kecil (K) : 20-99 pekerja
• Perusahaan berukuran Menengah (M) : 100-499 pekerja
• Perusahaan berukuran Besar (B) : 500 pekerja atau lebih

Himpunan sampel kuota:

KECIL MENENGAH BESAR TOTAL

DKI JAKARTA 100 60 40 200

JAWA TIMUR 100 60 40 200
- Surabaya 50
- Sidoarjo 25
- Malang 25

KEP. RIAU 100 60 40 200
- Tanjung Pinang 20 20 10 50
- Batam 80 40 30 150

PAPUA 100 60 40 200
- Jayapura 50 30 20 100
- Timika 25 15 10 50
- Sorong 25 15 10 50

TOTAL 400 240 160 800

Sebuah kuota minimum n = 30 (total seluruh kota) untuk tiap jenis usaha juga ditetapkan untuk
memastikan data yang cukup untuk analisis menurut sektor.

MINYAK, GAS, PERTAMBANGAN 30

PERDAGANGAN/GROSIR 30

MANUFAKTUR 30

KONSTRUKSI 30

TRANSPORTASI 30

PELAYANAN 30

TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI 30

Tak ada buku daftar alamat perusahaan yang masih tersedia 100% lengkap dan andal. Dengan
sumber terbatas semacam ini, kami memutuskan untuk menggunakan daftar alamat perusahaan
dari B2B Indonesia edisi ke-8 2007-2008 (diterbitkan oleh PT Dataindo Inti Swakarsa) sebagai bingkai
pengambilan sampel untuk provinsi Jakarta dan Jawa Timur, serta kami meyakini daftar tersebut
merupakan sumber tersedia yang paling lengkap dan mutakhir sejauh ini.

Sedangkan untuk Kepulauan Riau dan Papua, kami memutuskan untuk menggunakan
pendekatan berbeda karena daftar alamat perusahaan yang dapat diandalkan tidak tersedia di wilayah
ini.



Pendekatan pengambilan sampel untuk wilayah dengan daftar alamat perusahaan yang tersedia:
Dari daftar panjang buku alamat, kami secara acak mmilih perusahaan pertama yang akan
dihubungi kemudian kami meloncat setiap 20 perusahaan dalam daftar tersebut untuk
perusahaan berikutnya untuk dihubungi.
Kontak pertama dilakukan mealui telepon untuk memperoleh informasi tentang lini bisnis
perusahaan tersebut, jumlah pekerja dan menetapkan janji untuk wawancara dengan orang
yang bertanggungjawab atas sumberdaya manusia di dalam perusahaan tersebut.
Wawancara kuesioner pokok kemudian dilakukan dengan tatap muka.

Pendekatan pengambilan sampel untuk wilayah tanpa ada daftar alamat yang tersedia:
Pengambilan sampel ditentukan secara langsung di lapangan.
Pertama, penyelia lapangan mengidentifikasi beberapa wilayah komersial/industrial/bisnis
di dalam kota tersebut. Lantas di dalam wilayah terpilih, pewawancara mengikuti prosedur
berjalan acak serta mengidentifikasi operasional perusahaan. Perusahaan yang didekati
kemudian mengemukakan ukurannya dalam hal jumlah karyawan, serta lini bisnis.
Selanjutnya, responden yang cocok diidentifikasi untuk membuat janji untuk wawancara
tatap muka.

Kerja lapangan penelitian ini diselenggarakan selama 1 Februari – 4 Maret 2008 di kota-kota
terpilih.

803 (delapan ratus tiga) responden diwawancarai untuk penelitian ini, yang mencakup 3 (tiga)
segmen perusahaan yang berbeda (Kecil, Menengah dan Besar).
Ukuran sampel minimum diterapkan untuk segmen terpilih untuk memungkinkan sub-analisis.

Kecil (20-99 pekerja 400 105 98 95 102
atau kurang)

Menengah (100-499 pekerja) 242 90 82 42 28

Besar (500 pekerja atau lebih) 161 77 71 8 5

TOTAL 803 272 251 145 135

Jenis Industri Total 4 provinsi DKI Jakarta Jawa Timur Kepulauan Papua
Riau (Papua Barat

&Papua)

Migas & tambang 43 16 11 11 5

Dagang/grosir 153 47 39 27 40

Pabrik 162 43 89 28 2

Konstruksi 98 46 17 18 17

Transportasi 73 29 27 8 9

Pelayanan 121 39 11 37 34

TI & Telekomunikasi 30 20 3 3 4

Lainnya (bank, konsultan, 123 32 54 13 24
dll. netto)

TOTAL 803 272 251 145 135
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Rincian komposisi sampel yang diperoleh seperti di bawah ini:

Untuk mencerminkan keterwakilan dunia usaha di empat provinsi, data kemudian diberi bobot
berdasarkan jumlah perusahaan kecil, menengah dan besar pada tiap provinsi.
Data untuk pembobotan diestimasi dari data BPS yang dipublikasi, “Indikator Kunci Indonesia
2007”.

Matriks pembobotan yang diterapkan:

Provinsi Ukuran # dari Sampel BOBOT Cek
perusahaan perusahaan aktual (b) (a/b)

(a)

DKI JAKARTA BESAR 1.785 77 23,1818 1.785
MENENGAH 7.140 90 79,3333 7.140

KECIL 19.762 105 188,2095 19.762
TOTAL 28.687 272 28.687

KEPULAUAN RIAU BESAR 124 8 15,4500 124
MENENGAH 494 42 11,7714 494

KECIL 1.760 95 18,5263 1.760
TOTAL 2.378 145 2.378

JAWA TIMUR BESAR 1.200 71 16,8958 1.200
MENENGAH 4.798 82 58,5171 4.798

KECIL 23.722 98 242,0612 23.722
TOTAL 29.720 251 29.720

PAPUA BESAR 82 5 16,4000 82
MENENGAH 328 28 11,7143 328

KECIL 1.366 102 13,3922 1.366
TOTAL 1.776 135 1.776



Terdapat hampir 200.000 perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 20 karyawan di sektor
formal, di seluruh Indonesia.

1/3 berlokasi di 4 provinsi yang disurvei.
Sejumlah besar perusahaan di 4 daerah tersurvei berlokasi di Jakarta dan Jawa Timur.

Berdasarkan estimasi, total pekerja di sektor formal dengan jumlah karyawan lebih dari 20 orang
secara kasar berkisar 20 juta. Hampir 70% pekerja/karyawan terpusat pada sejumlah kecil 20%
jumlah perusahaan yang merupakan perusahaan ukuran besar dan menengah.
Pengaruh kasus AIDS di wilayah tersurvei lebih tinggi daripada angka nasional, kecuali di Jawa
Timur. Meski demikian, kasus kematian karena AIDS di Jawa Timur merupakan salah satu yang
tertinggi di Indonesia.
Kasus baru HIV dan AIDS naik secara substansial sejak 2003 dan terus-menerus meningkat.

Pada April 1987 – Desember 2006, terdapat 1.871 orang yang meninggal karena AIDS.
Jakarta, Jawa Timur dan Papua berada di urutan atas daftar kematian karena AIDS
hingga Desember 2006.
KPA memperkirakan pada 2010, sekitar 400.000 orang yang hidup dengan HIV dan 100.000
akan meninggal karena AIDS (KPA – UNGASS laporan negara/country report 2007).

Perusahaan yang disurvei hampir seluruhnya dimiliki oleh perusahaan dalam negeri swasta.
Sebagian besar perusahaan mempekerjakan tenaga musiman.
Sebagian besar kantor lokal memiliki pengaruh dalam penerapan kebijakan sumberdaya manusia.
Banyak perusahaan masih belum memiliki divisi K3, terutama perusahaan kecil dan perusahaan
di Jakarta.
Secara umum, keanggotaan serikat pekerja masih rendah. Hanya 8% perusahaan memiliki
keanggotaan serikat pekerja. Persentase keanggotaan serikat pekerja lebih tinggi di antara
perusahan di Papua dan Kepulauan Riau, dan di antara perusahaan yang lebih besar.

Hampir semua perusahaan memahami betapa seriusnya masalah HIV DAN AIDS di Indonesia.
Namun, hampir setengah jumlah perusahaan tidak melihatnya sebagai ancaman bagi kinerja
perusahaan mereka.

Sektor transportasi menunjukkan perhatian tertinggi terhadap ancaman HIV dan AIDS bagi
kinerja perusahaan; sedangkan sektor konstruksi sebaliknya tidak memandangnya seserius
sektor lain.

KESIMPULAN & SARAN
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Hampir semua perusahaan yang sadar akan dampak tersebut memandang HIV DAN AIDS
mempengaruhi produktivitas dan tingkat kehadiran (absensi), biaya rekrutmen dan pelatihan
serta ongkos kesehatan. Meski demikian, dampak yang disadari ini agaknya lebih banyak
mempengaruhi produktivitas dan tingkat kehadiran kerja.
Paparan HIV dan AIDS yang disadari tinggi untuk seluruh kondisi pekerjaan yang berisiko tinggi,
misalnya, menjalankan usaha transportasi jarak jauh, mempekerjakan sejumlah besar pekerja
yang hidup tanpa keluarga mereka atau jauh dari rumah serta memiliki pekerja yang relatif
diupah layak di daerah yang tinggi tingkat penganggurannya dan/atau miskin.

Hampir semua perusahaan dengan pekerjaan yang memiliki kelompok terpapar risiko tinggi
juga memandang risiko karyawan mereka terpapar HIV dan AIDS. Perluasan risiko ini
khususnya lebih tinggi bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja yang jauh dari rumah
tanpa keluarga mereka.

Masih terdapat sejumlah perusahaan  (sekitar 3-4 dari 10) dengan pekerjaan kelompok risiko
yang lebih tinggi tidak memandang dampak wabah ini terhadap kinerja perusahaan.

Hanya sedikit perusahaan yang tahu tentang kebijakan HIV DAN AIDS. Pada praktiknya, hampir
semua tidak memiliki publikasi kebijakan ini.

Pada umumnya, kondisi di Papua secara signifikan lebih baik daripada wilayah lainnya
dalam hal kesadaran dan akses kepada publikasi kebijakan.

Sumber utama terkini dari kesadaran tersebut dari media. Lembaga (pemerintah, LSM serta
KPA) masih memiliki peran kecil dalam menciptakan kesadaran.
Hal ini merupakan kebalikan dari apa yang diharapkan:

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (dinas tenaga kerja) serta Departemen Kesehatan
tampak sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk menciptakan kesadaran tentang
dampak HIV dan AIDS di dunia kerja.
Hampir sama, kedua departemen terlihat yang paling bertanggungjawab untuk
menyediakan panduan bagi penerapan kebijakan HIV dan AIDS di dunia kerja.

Dalam praktiknya, sangat sedikit perusahaan (kurang dari 10%) yang telah menerapkan
program HIV dan AIDS.

Secara signifikan lebih banyak perusahaan besar menerapkan program ini daripada
perusahaan kecil dan menengah.
Di Papua, jumlah implementasi juga secara signifikan lebih tinggi daripada wilayah lain.
Banyak perusahaan kecil dan menengah di Papua merupakan pemasok atau agen pelayanan
bagi perusahaan besar (misalnya Freeport) serta diminta untuk mengikuti program HIV
dan AIDS perusahaan besar (misalnya pelatihan).
Perusahaan sektor migas dan pertambangan, serta sektor manufaktur, transportasi dan
jasa pelayanan menunjukkan kecenderungan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam
menerapkan program terkait HIV dan AIDS.

Di antara perusahaan yang menyelenggarakan program terkait HIV dan AIDS:
Kebanyakan (sekitar 70%) mengaku hanya memerlukan 6 bulan atau kurang untuk memiliki
program bagi pegawai mereka mengetahui kebijakan HIV dan AIDS.
Alasan kepatuhan pada pokoknya dikendalikan oleh motivasi internal (85%) (antara lain perhatian
tentang perorangan di dalam perusahaan kepada para pekerja serta visibilitas penyakit ini).



Untuk perluasan yang lebih kecil, faktor eksternal masih terhitung penting, terutama peraturan
pemerintah.
Program yang diselenggarakan secara khusus tentang pencegahan dan pendidikan (100%
mengaku), yang hampir seluruhnya penyediaan informasi di tempat kerja, serta pendidikan/
pelatihan.

Menyediakan akses bagi kepedulian HIV/dukungan/penanganan pada umumnya masih
kurang.
Hanya sejumlah kecil perusahaan yang terikat dengan sektor publik/komunitas lokal atau
melakukan pemantauan/evaluasi/pelaporan program tersebut atau memiliki kerja sama
dengan asosiasi pengusaha/pemasok tentang isu ini.

Hanya setengah dari yang menyelenggarakan program ini mengaku melakukannya secara
rutin.
Dan mereka berpikir apa yang telah mereka lakukan sudah memadai!

Di antara mereka yang menyelenggarakan program terkait HIV dan AIDS:
Kebanyakan (87%) tidak memiliki kebijakan tertulis tentang HIV dan AIDS.

Perusahaan besar, sebagaimana yang diduga, memiliki angka yang lebih tinggi tentang
kepemilikan kebijakan tertulis.

Di antara sedikit perusahaan yang memiliki kebijakan tertulis:
Banyak perusahaan yang telah menyatukan program ini ke dalam peraturan perusahaan.
Hanya sedikit yang telah menyatukannya ke dalam perjanjian kerja bersama.
Isi materi kebijakan ini hampir seluruhnya tentang penyediaan pendidikan HIV dan AIDS
bagi seluruh pekerja dan komitmen untuk menerapkan program terkait HIV dan AIDS di
tempat kerja.

Hanya sangat sedikit yang memiliki anggaran untuk penerapan program terkait HIV dan AIDS.
Tak ada dukungan memadai di dalam perusahaan untuk melakukan implementasi berkelanjutan
program terkait HIV dan AIDS!

Meskipun seluruh aspek memiliki kecenderungan tinggi untuk menggencarkan kepatuhan
perusahaan dalam menerapkan program terkait HIV dan AIDS, penyediaan pendampingan teknis
bagi program pencegahan dan pendidikan secara relatif memiliki kecenderungan yang lebih
tinggi daripada memperbaiki kebijakan HIV dan AIDS serta menyediakan lingkungan yang
mendukung.
Pada tingkat yang spontan, motivator yang ditunjuk untuk menggencarkan kepatuhan ini pada
pokoknya memiliki informasi yang memadai melalui pelatihan langsung.

Diskriminasi di tempat kerja bagi pekerja yang positif HIV masih terjadi.

Meskipun mayoritas (70%) mengklaim bahwa kondisi bebas HIV dan AIDS bukanlah persyaratan
dalam rekrutmen, dalam praktiknya mereka masih menolak pegawai baru jika mereka ditemukan
positif HIV DAN AIDS. Hal ini terjadi lintas provinsi dan sektor.
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Perusahaan yang memiliki syarat bebas HIV dan AIDS dalam rekrutmen memiliki daftar tes
medis/kesehatan untuk memeriksa calon pekerja apakah mereka positif HIV dan AIDS.
Jika melanjutkan menerima pekerja yang positif HIV, menyediakan akomodasi yang masuk akal
serta memastikan akses bagi jaminan kesehatan dan keuntungan perusahaan merupakan apa
yang pada pokoknya hendak dilakukan perusahaan. Meyediakan perawatan dan penanganan,
jaminan privasi dan kerahasiaan, sebagaimana lingkungan  yang terbuka serta mendukung
merupakan prioritas nomor dua.
Kondisi kesehatan pekerja dan keterampilan khusus mereka merupakan hal utama yang
diperhatikan oleh perusahaan ketika mempekerjakan karyawan yang positif HIV.
Kebanyakan (sekitar 60%) akan tetap memiliki kondisi bebas HIV dan AIDS sebagai persyaratan
bagi promosi karier dan rotasi. Lebih sedikit klaim yang menyatakan bahwa hal ini sebagai
penyebab pemutusan kerja, namun angka tersebut masih tinggi (sekitar 50%). Pola yang sama
terjadi lintas provinsi dan sektor, dengan hanya sedikit perbedaan relatif.

Lebih sedikit perusahaan dalam sektor Jasa Pelayanan dan Teknologi Informasi &
Telekomunikasi memiliki kondisi bebas HIV DAN AIDS sebagai persyaratan bagi promosi
karier dan rotasi kerja, daripada sektor lainnya.
Lebih sedikit perusahaan di Riau dan Papua memiliki kondisi HIV dan AIDS untuk
menyebabkan pemutusan kerja.
Secara relatif lebih banyak perusahaan di sektor manufaktur, migas dan pertambangan,
serta jasa pelayanan memiliki kondisi HIV dan AIDS yang menyebabkan pemutusan kerja;
sementara sektor konstruksi memperlihatkan pola sebaliknya.

Hanya sedikit perusahaan (sekitar 30%) yang menyediakan tes kesehatan reguler bagi
karyawan. Di antara jumlah kecil itu, hanya 1/3 yang melibatkan tes HIV dan AIDS. Pola yang
sama terjadi lintas provinsi dan sektor dengan perbedaan yang relatif kecil:

Perusahaan besar dan menengah cenderung memiliki tes kesehatan reguler bagi karyawan
mereka daripadaperusahaan kecil. Juga perusahaan di Papua.
Di Riau, jumlah perusahaan yang memiliki tes HIV dan AIDS dalam tes kesehatan reguler
mereka lebih tinggi daripada wilayah lainnya.
Perusahaan migas dan pertambangan cenderung memiliki tes kesehatan reguler bagi
karyawan daripada sektor lainnya. Sektor perdagangan, manufaktur, konstruksi, transportasi
adalah sebaliknya.
Sekitar 40% perusahaan dalam sektor Migas dan Pertambangan, Konstruksi serta
Transportasi memiliki tes HIV dalam cek kesehatan reguler mereka. Sektor lain sebaliknya.

Perusahaan masih mendiskriminasi karyawan yang positif HIV, jika mengetahuinya lewat
serangkaian tes medis/kesehatan. Meski demikian, terdapat sangat sedikit perusahaan yang
menyediakan cek medis reguler bagi pegawainya, terutama perusahaan kecil.

Jelas tercatat bahwa sebuah tempat kerja memainkan peran penting untuk mengurangi
penyebaran HIV dan AIDS serta mengelola dampaknya. Kemudian komitmen dan tanggung jawab
semua pihak diperlukan untuk memperkuat respon terhadap wabah HIV dan AIDS demi masa depan
yang lebih baik.

Keterlibatan lembaga seperti pemerintah jelas-jelas diperlukan untuk menekan perusahaan di
Indonesia untuk lebih menggencarkan rencana serta aksi mereka terhadap program HIV dan AIDS
yang telah diterapkan.



Untuk langkah lanjut, beberapa aksi perlu dilakukan.

1. Lakukan kampanye untuk membangun kesadaran tentang:
Dampak HIV dan AIDS di tempat kerja bagi perusahaan untuk menggugah kepatuhan
kebijakan.
Eksistensi kebijakan HIV dan AIDS di tempat kerja

2. Memastikan distribusi luas publikasi kebijakan HIV dan AIDS
3. Menyelenggarakan pelatihan langsung untuk menyediakan informasi yang cukup dan

pendampingan teknis untuk pencegahan dan program edukatif tentang HIV dan AIDS.

Memprioritaskan upaya pada perusahaan besar dan menengah di wilayah Jakarta.
Melibatkan badan pemerintah (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Departemen
Kesehatan) seperti halnya LSM (KPA).
Pendekatan tak hanya pada kantor pusat, namun juga kantor lokal.
Bisa juga menggunakan pengaruh serikat pekerja.



Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia

Indonesia merupakan negara berkembang yang besar. Terdapat hampir 200.000 perusahaan
(dengan lebih dari 20 pekerja) yang beroperasi di sektor formal di seluruh Indonesia. Kira-kira 1/3 di
antaranya merupakan perusahan yang beroperasi di Jakarta serta Jawa Timur (lihat Gambar 1 di
bawah ini).

RINCIAN TEMUAN

Selain itu, terdapat secara kasar 20 juta pekerja di Indonesia. Sementara itu perusahaan menengah
– besar hanya terhitung sekitar 22% dari total jumlah perusahaan di Indonesia, mereka sebenarnya
menyerap sekitar 70% total pekerja. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan komposisi karyawan yang
dipekerjakan dalam perusahaan.

Gambar 2. Jumlah Pekerja yang Bekerja di Perusahaan (Lebih dari 20 Karyawan)

Besar (500+) 2.687.514 1.250.079 114.161 73.538 11.389.284

Menengah (100-499) 1.480.622 955.170 89.402 65.669 7.152.828

Kecil (20-99) 781.587 980.430 71.544 54.517 6.189.482

Total 4.949.723 3.185.679 275.107 193.724 24.731.594
Catatan:
1  Estimasi perusahaan yang berdiri dengan lebih dari 20 orang pekerja
2  Estimasi dari data BPS, Indikator Kunci Indonesia 2007 dan data survei

Jenis Perusahaan DKI Jakarta Jawa Timur Kepulauan Papua Total
Riau (Papua Barat Indonesia

& Papua)

Gambar 1. Jumlah Perusahaan yang Berdiri

Besar (500+) 1.785 1.200 124 82 8.808

Menengah (100-499) 7.140 4.798 494 328 5.230

Kecil (20-99) 19.762 23.722 1.760 1.366 152.789

Total 28.687 29.720 2.378 1.776 196.827

Jenis Perusahaan DKI Jakarta Jawa Timur Kepulauan Papua Total
Riau (Papua Barat Indonesia

& Papua)

Catatan:
1.  Estimasi perusahaan yang berdiri dengan lebih dari 20 orang pekerja
2.  Estimasi dari data BPS, Indikator Kunci Indonesia 2007 (dengan pertimbangan pakar untuk uraian yang lebih baik)



Berdasarkan angka di atas, Indonesia tampak sebagai tempat potensial untuk wabah HIV dan
AIDS yang luas. Gambar di bawah ini (lihat Gambar 3) juga menunjukkan bahwa kasus HIV di Indonesia
telah meningkat lebih dari 13 kali lipat dalam kurun 10 tahun, dan bahkan untuk kasus AIDS meningkat
56 kali lipat. Kasus tersebut nampaknya secara signifikan meningkat sejak 2003 dan akan terus
membesar.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh (prevalence) kasus AIDS di wilayah terpilih
lebih tinggi daripada angka nasional; kecuali wilayah Jawa Timur sebagaimana terlihat dalam gambar
di bawah ini (lihat Gambar 4). Kontrasnya, kasus kematian di Jawa Timur merupakan yang tertinggi di
Indonesia (lihat Gambar 5 untuk rincian).

Gambar 3. Tren HIV dan AIDS (Angka Nasional)

Sumber: Kasus HIV DAN AIDS di Indonesia, terlapor sepanjang Desember 2006, Direktorat CDC&EH Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia

Kasus HIV baru
Kasus HIV (kumulatif)
Kasus AIDS baru
Kasus AIDS (kumulatif)
Kasus HIV+AIDS baru

Gambar 4. Tingkat Pengaruh Kasus AIDS Tiap 100,000 Penduduk

Sumber: Kasus HIV DAN AIDS di Indonesia, terlapor sepanjang Desember 2006, Direktorat CDC&EH Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia
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Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia

Juga tercatat selama April 1987 hingga Desember 2006, sebanyak 1,871 penduduk meninggal
karena AIDS. Jakarta, Jawa Timur, Papua merupakan wilayah dengan rekor tertinggi kasus kematian
AIDS. KPA sendiri telah meramalkan pada 2010 sekitar 400.000 orang akan hidup dengan HIV
sedangkan 100.000 orang akan meninggal karena AIDS (Berdasarkan KPA – UNGASS Laporan Negara
2007).

Hasil mencengangkan yang disebabkan oleh wabah HIV dan AIDS menekan kita untuk memahami
betapa seriusnya situasi saat ini. Respon terhadap krisis ini, kemudian program pendidikan tentang
HIV dan AIDS itu sendiri di Indonesia sangat mendesak untuk dituntaskan, untuk membatasi dampak
wabah ini yang menghancurkan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penelitian ini melibatkan 803 perusahaan di empat wilayah
berbeda di Indonesia. Sebagian besar perusahaan (sekitar 86%) yang disurvei secara swasta dimiliki
oleh perusahaan domestik. Juga terdapat jumlah signifikan perusahaan milik negara di Papua jika
dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pada umumnya, sektor perdagangan, diikuti oleh manufaktur dan konstruksi merupakan sektor
dominan. Namun di Papua dan Kepulauan Riau, sektor pelayanan juga terhitung besar. Lihat Gambar
6 di bawah ini untuk lebih rinci.

Gambar 5. Kasus Kematian AIDS

Sumber:  Kasus HIV DAN AIDS di Indonesia, terlapor sepanjang Desember 2006, Direktorat CDC&EH Departemen Kesehatan Republik
Indonesia

Jumlah hingga Des 2006 Nasional Jakarta Jawa Timur Kepulauan Papua
Riau (Papua Barat

& Papua)

Jml kasus AIDS 8.193 2.565 863 203 1.005

Jml kematian karena AIDS 1.871 420 258 91 221

Jumlah penduduk (BPS) 222.192.000 8.963.000 36.592.000 1.338.000 2.662.000

Gambar 6. Sektor Industri dan Struktur Kepemilikan

SEKTOR INDUSTRI
Total 4 

provinsi
(%)

DKI 
Jakarta

(%)

Jawa
Timur
(%)

Kep.
Riau

(%)

Papua 
(IrjaBar & 

Papua)
(%)

Kecil
(%)

Menengah
(%)

Besar
(%)

Perdagangan/Grosir 21 20 22 18 30 24 15 9
54023129142861rutkafunaM

911612131119151Konstruksi
44121524267121Pelayanan
7211176111111Transportasi

Teknologi Informasi dan Telekomunikasi              5 9 1 2 3 5 2 5
68337455    Migas dan Pertambangan
618161819122161 Sektor Lainnya (Nett)

Struktur Kepemilikan:
Total 4 

provinces
(%)

DKI 
Jakarta

(%)

East 
Java
(%)

Riau 
Island

(%)

Papua 
(IrjaBar & 

Papua)
(%)

Small
(%)

Medium
(%)

Large
(%)

Domestik –milik swasta 86 84 89 77 81 89 81 66
Domestik –milik pemerintah                               6 5 6 7 16 4 9 15
Patungan Domestik dan Asing                              5 8 3 3 4 5 6 9
Asing 015231233
S1&S2. Sumber: semua responden



Pada umumnya, proporsi karyawan musiman lebih tinggi ketimbang pegawai tetap. Sekitar
62% perusahan memiliki kedua jenis pegawai baik musiman maupun tetap, dan hanya sisanya sebesar
38% mempekerjakan seluruh karyawan tetap. Perusahaan yang berukuran lebih besar memiliki
kecenderungan untuk mempekerjakan keduanya, jumlah pekerja musiman maupun tetap lebih banyak
dari perusahaan yang lebih kecil.

Gambar 7a dan 7b di bawah ini menunjukkan status ketenagakerjaan perusahaan dan rincian
para pekerja (Berdasarkan sebaran Usia, Gender, Status Perkawinan serta Status Kerja).

Gambar 7b. Rincian Karyawan

n =
n wtd. =

Tetap Musiman

% % % % % % % % % % % % % % % %
SEBARAN USIA:
40 thn/krg > 40 + 90 58 90 58 90 57 97 69 98 61 90 54 91 67 92 87

5232711252726+04 =   
40 thn/krg < 40+ 3 2 2 2 4 3 1 1 2 2 3 2 5 1 4 1
SEBARAN GENDER:
Pria> Wanita 72 46 76 48 69 45 74 52 64 40 71 43 77 53 67 61
Pria= Wanita 10 5 9 6 10 5 8 4 14 6 11 5 6 6 9 9
Pria < Wanita 17 11 14 9 20 12 18 13 23 18 17 10 16 12 24 18
SEBARAN STATUS PERKAWINAN:
Lajang/janda/duda >  
Menikah

16 28 20 34 10 21 29 39 35 31 16 24 15 36 14 56

Lajang/janda/duda = 
Menikah

10 8 15 7 6 8 13 10 5 7 11 7 7 9 12 10

Lajang/janda/duda < 
Menikah

73 26 64 21 85 32 57 21 60 26 72 27 77 25 74 22

SEBARAN STATUS TEMPAT TINGGAL:
Tinggal sendiri >  
Tinggal dengan keluarga

9 16 12 18 5 12 24 32 28 24 9 12 11 22 15 35

Tinggal sendiri = 
Tinggal dengan keluarga

5 4 5 3 4 5 10 5 11 5 5 4 4 6 8 7

Tinggal sendiri <  
Tinggal dengan keluarga 85 42 82 41 92 45 65 33 61 35 86 42 84 42 78 46

TOTAL 
4 Provinsi 

PROVINSI UKURAN PERUSAHAAN

KecilPapua 
(Irjabar & Papua)

Kep. RiauJawa Timur BesarMenengah

242
12761

161
3190

135
1776

400
46610

251
29720

145
2378

803
62561

272
28687

DKI Jakarta

Tetap Musiman Tetap MusimanTetap Musiman Tetap Musiman Tetap Musiman Tetap Musiman Tetap Musiman

40 thn/krg

Dilihat dari indikator Risiko Lapangan Kerja terhadap HIV dan AIDS, sekitar 45% perusahaan
mempekerjakan sejumlah besar pekerja yang jauh dari keluarga atau rumah mereka. Jumlah ini
malah lebih tinggi bagi perusahaan menengah-besar dengan angka 53% dan 57% berturut-turut.
Hampir 37% perusahan juga memiliki pekerja yang secara relatif diupah layak dalam wilayah yang
tinggi tingkat pengangguran dan/atau kemiskinannya (lihat Gambar 8 untuk lebih rinci).

Semua hal ini mengindikasikan tingginya risiko HIV dan AIDS di antara pekerja, terutama pada
perusahaan menengah-besar.

Q52a/b, 53a/b, 54a/b, 55a/b. Sumber: semua responden

62% 61% 69% 64% 58% 70% 88% 98%

38% 39% 31% 36% 42% 30%
12% 2%

n        = 803 272 251 145 135 400 242 161
n wtd. = 62,561 28,687 29,720 2,378 1,776 46,610 12,761 3,1 90

Gambar 7a. Rincian Lapangan Kerja

Q51, 51a, 51b. Sumber: semua responden

Total DKI Jakarta Jawa Timur Kep. Riau

Papua
(Papua
Barat &
Papua)

Kecil Menengah Besar
Hanya punya
karyawan tetap

Punya
karyawan tetap
maupun
musiman



Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia

Gambar 8. Risiko Kelompok Lapangan Kerja HIV dan AIDS

DKI 
Jakarta Jawa Timur

Kep.
Riau

Papua 
(IrjaBar & 

Papua)
Kecil

n = 803 272 251 145 135 400 242 161
n wtd. = 62,561 28,687 29,720 2,378 1,776 46,610 12,761 3,190

% % % % % % % %
Memiliki pekerja yang diupah layak 
di wilayah yang tinggi tingkat 
pengangguran dan/atau kemiskinannya

37 33 41 10 69 37 36 40

45 49 41 52 48 42 53 57

30 32 27 28 25 28 34 38

20 21 19 16 17 16 31 30

28 26 31 15 24 27 31 27

SIFAT DASAR OPERASI 
PERUSAHAAN Total 

4 
provinsi

 UKURAN PERUSAHAANPROVINSI

Mempekerjakan sejumlah besar pekerja 
yang tinggal tanpa keluarga mereka 
atau jauh dari rumah mereka

Memiliki pekerja yang cenderung 
kembali ke tempat asal mereka sesekali 
tiap penugasan selesai (sambil 
menunggu pekerjaan baru)

Memiliki pekerja yang direlokasi 
secara permanen

Mengoperasikan transportasi jarak 
jauh, sebagai usaha utama atau 
sebagai bagian dari operasinya

Menengah Kecil

Q6b. Sumber: semua responden

Berbicara soal implementasi kebijakan sumberdaya manusia, diketahui bahwa kedua tingkat
kantor, baik lokal maupun kantor pusat, memiliki pengaruh dalam menerapkan kebijakan HIV dan
AIDS.

Perusahaan di Kepulauan Riau tampak lebih banyak mendayagunakan kantor daerah  dengan
42% perusahaan menyusun dan menerapkan kebijakan sumberdaya manusia secara lokal. Sebaliknya,
di Papua, tanggung jawab kebijakan sumberdaya manusia lebih banyak di kantor pusat daripada
kantor daerah dengan hanya 11% perusahaan yang menyusun kebijakannya pada tingkat kantor
daerah. Hanya pada implementasi, kantor daerah memiliki pengaruh yang lebih besar.

Gambar 9. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Sumberdaya Manusia

29 23 35 42
11

32 24 22

36 38
33 35

62 35 39 31

35 40 32 23 26 33 37 47

n        = 803 272 251 145 135 400 242 161
n wtd. = 62,561 28,687 29,720 2,378 1,776 46,610 12,761 3,1 90

65% 77% 73% 53%

Total DKI Jakarta Jawa Timur Kep. Riau

Papua
(Papua
Barat &
Papua)

Kecil Menengah Besar

Kebijakan sumberdaya manusia disusun oleh kantor pusat dan tiap cabang SEPENUHNYA
menerapkannya menurut pusat.
Kebijakan sumberdaya manusia disusun oleh kantor pusat, namun diterapkan menurut kebutuhan
dan situasi lokal.
Kebijakan sumberdaya manusia hampir semua disusun dan diterapkan SECARA LOKAL oleh tiap
cabang. Kantor pusat hanya menyusun sedikit standar dasar.



Selanjutnya, sekitar 50% perusahaan tidak memiliki divisi K3. Menariknya, Jakarta memiliki catatan
tertinggi bagi ketidaktersediaan divisi K3 dengan hanya 45% perusahaan di Jakarta mengaku
memilikinya. Hal yang sama terjadi pada perusahaan berukuran kecil.

Di antara kesemuanya, keanggotaan serikat pekerja merupakan sesuatu yang belum populer di
Indonesia. Hanya 8% perusahaan menyebutkan bahwa mereka menjadi anggota serikat pekerja,
terutama perusahaan kecil seperti perusahaan di Jakarta dan Jawa Timur. Jumlah keanggotaan serikat
pekerja lebih tinggi di antara perusahaan besar dan di antara perusahaan yang beroperasi di Riau
atau Papua (Gambar 11).

Sebagian besar dari perusahaan yang ikut serikat pekerja, merupakan anggota SPSI (Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia).

Gambar 11. Keanggotaan Asosiasi dan Serikat Pekerja
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n        = 803 272 251 145 135 400 242 161
n wtd. = 62,561 28,687 29,720 2,378 1,776 46,610 12,761 3,1 90
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n wtd. = 62,561 28,687 29,720 2,378 1,776 46,610 12,761 3,1 90

8%

Q49. Sumber: semua responden

Total DKI Jakarta Jawa Timur Kep. Riau Papua
(Papua Barat

& Papua)

Kecil Menengah Besar

Tak punya
keanggotaan

Anggota asosiasi
usaha/profesional
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baik serikat pekerja
maupun asosiasi
usaha/profesional

Hanya anggota
serikat pekerja

Gambar 10. Ketersediaan Divisi K3
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Q48. Sumber: semua responden
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Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia

Dengan melihat Gambar 12, begitu jelas betapa tingginya kesadaran  terhadap masalah HIV
dan AIDS di Indonesia. Hampir semua (97%) memahami bahwa HIV dan AIDS merupakan masalah
serius, dengan lebih dari setengah dari mereka (58%) merasa hal ini pada faktanya merupakan masalah
serius yang harus dihadapi. Di antara semua sektor, perusahaan di sektor Konstruksi dan Transportasi
tidak memandang masalah HIV dan AIDS seserius dibanding dengan sektor lain.

Sementara itu, setengah dari jumlah perusahaan tidak memandang HIV dan AIDS sebagai
ancaman bagi kinerja perusahaan mereka (lihat Gambar 13). Sekali lagi, sektor Konstruksi tidak melihat
isu tersebut sangat penting. Kebalikannya, sektor Transportasi menunjukkan perhatian yang lebih
tinggi (72%) dan menilai HIV dan AIDS dapat mengancam kinerja perusahaan.

Gambar 12. Pandangan Keseriusan atas Masalah HIV dan AIDS di Indonesia

Q1a&b. Sumber: semua responden (n=803; n terbobot=62,561)

Sangat serius
58%

Serius 36%

Agak serius
3%

Tidak serius 3%

Gambar 13. Pandangan terhadap Dampak Masalah HIV dan AIDS bagi Kinerja
Perusahaan

Q2a&b. Sumber: semua responden (n=803; n terbobot=62,561)
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Perusahaan yang menganggap HIV dan AIDS merupakan ancaman bagi produktivitas
perusahaan, menyatakan bahwa hal ini mempengaruhi ketiga perangkat kerja, yakni Produktivitas
dan Tingkat Kehadiran Kerja, Biaya Rekrutmen dan Pelatihan, serta Biaya Kesehatan (Gambar
14).  Produktivitas dan Tingkat Kehadiran Kerja dipercaya memiliki dampak hebat tertinggi dari masalah
HIV dan AIDS dengan 76%; sementara Biaya Rekrutmen dan Pelatihan merupakan yang terendah
dengan 64%. Papua, dengan diikuti Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki perhatian
yang lebih tinggi terhadap dampak HIV dan AIDS pada kinerja perusahaan, dengan Jawa Timur
sebagai wilayah yang paling tidak memberi perhatian.

Terlebih lagi, pandangan atas paparan HIV dan AIDS tinggi bagi kondisi lapangan kerja berisiko
tinggi (dengan sekitar 90% perusahaan menyebutkan itu). Untuk beberapa perluasan, risiko khususnya
lebih tinggi (lebih dari 90% menyebutnya begitu) bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan
yang jauh dari rumah tanpa keluarga mereka, mengoperasikan sarana transportasi bisnis dan
perusahaan jarak jauh dengan para pekerja yang relatif dibayar layak pada wilayah yang tinggi tingkat
pengangguran dan kemiskinannya (Gambar 15).
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Gambar 15. Pandangan atas Paparan HIV dan AIDS

Q6a. Sumber: semua responden (n=803; n terbobot=62,561)
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Gambar 14. Parameter Dampak Kinerja

Q3. Sumber: semua perusahaan yang menganggap HIV DAN AIDS sebagai ancaman bagi produktivitas perusahaan (n=414; n
terbobot=35,433)
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Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia

Hal ini diakui oleh seluruh perusahan dengan paparan risiko tinggi. Perusahaan yang
mempekerjakan pekerja yang jauh dari rumah asal tanpa keluarga mereka mengakui bahwa perluasan
paparan risiko khususnya lebih tinggi bagi karyawan mereka (Gambar 16. Pola ini sebenarnya sama
di antara perusahaan yang tidak memiliki lapangan kerja dalam kondisi risiko semacam ini).

Masih, terdapat sejumlah perusahaan (sekitar 3-4 dari 10 perusahaan) yang termasuk dalam
kelompok risiko lebih tinggi tidak mengindahkan dampak HIV terhadap kinerja perusahaannya
(Gambar 17).

Gambar 17. Pandangan atas Dampak HIV dan AIDS bagi Kelompok Kondisi
Lapangan Kerja yang Berbeda
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Q3 & 6b. Sumber: perusahaan dengan kondisi masing-masing

Gambar 16. Pandangan atas Paparan HIV dan AIDS
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Q6a&b. Sumber: perusahaan dengan kondisi masing-masing
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Tantangan terbesar yang diadapi Indonesia adalah pada tingkat kesadaran akan kebijakan HIV
dan AIDS. Jumlah perusahaan yang terbatas sebenarnya sudah dikenalkan pada kebijakan HIV dan
AIDS. Pada Gambar 18 sebagai contoh, hanya sekitar 25% perusahaan yang sadar akan Kaidah ILO
(Code of Practice) atau hanya 30% perusahaan yang sadar akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tentang Pencegahan HIV di Tempat Kerja. Lagipula, pada praktiknya hampir tak ada
perusahaan yang memiliki publikasi Kaidah ILO maupun aturan yang dibuat oleh Pemerintah
Indonesia.

Papua tercatat memiliki kesadaran lebih tinggi dalam dua hal seperti kebijakan maupun
penggandaan publikasi, sementara Transportasi, Pelayanan dan Teknologi Informasi &Telekomunikasi
merupakan sektor dengan tingkat pemahaman yang lebih baik.

Saat ini, sumber kesadaran hanya terbatas di media; dengan lebih dari 70% responden menunjuk
media sebagai sumber. Sementara lembaga, seperti pemerintah, LSM dan halnya KPA masih memiliki
peran kecil dalam membangun kesadaran akan HIV dan AIDS. Mungkin, lembaga tersebut dapat
berperan lebih baik dimasa mendatang, karena perusahaan meyakini lembaga semacam Departemen
Kesehatan serta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab untuk membangun
kesadaran (Gambar 19).
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Gambar 18. Kesadaran dan Akses pada Kebijakan HIV dan AIDS

Q7&8. Sumber: semua responden (n=803; n terbobot=62,561)
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Gambar 19. Lembaga yang Bertanggungjawab untuk Menggugah Kesadaran

Q11a/b/c. Sumber: semua responden (n=803; n terbobot=62,561)
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Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia

Di Indonesia, program HIV dan AIDS belum berkembang dengan baik. Pada praktiknya, sangat
sedikit perusahaan (kurang dari 10%) yang sebenarnya menerapkan program tentang HIV dan AIDS
pada karyawan mereka. Sebagaimana diduga, perusahaan menengah – besar lebih maju dalam
penerapan program tersebut, dengan 18% serta 26% perusahaan memiliki program HIV dan AIDS (
lihat Gambar 21).

Selain itu, sektor Migas dan Pertambangan, serta Manufaktur, Transportasi dan Pelayanan,
memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi atas penerapan program HIV dan AIDS.

Hampir mirip, kedua departemen juga nampak bertanggungjawab dalam menyediakan panduan
bagi penerapan kebijakan HIV dan AIDS (lihat Gambar 20 di bawah ini).

Gambar 20. Lembaga yang Bertanggungjawab untuk Menyediakan Panduan

Q11a/b/c. Sumber: semua responden (n=803; n terbobot=62,561)

6

13

23

38

39

23

34

51

20

35

3

3

24

31

29

Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja)

(dalam %)

Departemen Kesehatan

KPA

LSM

ILO/badan terkait PBB

Spontan

Dibantu

Paling Banyak

Q12. Sumber: semua responden

Gambar 21. Sudahkah Perusahaan Melakukan Program Terkait HIV dan AIDS bagi
Karyawan Mereka?
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Papua merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki angka yang sangat signifikan daripada
daerah lainnya. Alasan yang mungkin di baliknya adalah banyak perusahaan kecil dan menengah
yang sebenarnya merupakan pemasok perusahaan besar (misalnya Freeport), dan sebagai perusahaan
pelayan, mereka dituntut untuk mengikuti aturan klien mereka juga dengan program HIV dan AIDS
mereka (seperti pelatihan).

Kebanyakan (lebih dari 70%) perusahaan yang mengaku memiliki program terkait HIV dan AIDS
juga mengklaim bahwa mereka memerlukan waktu kurang dari 6 bulan untuk memulai program HIV
dan AIDS setelah mereka diterangkan oleh kebijakan HIV dan AIDS seperti yang tampak pada Gambar
22 di bawah ini.

Q15. Sumber: memiliki program HIV dan AIDS

Gambar 22. Saat Ketika Perusahaan Mulai Memiliki Program HIV dan AIDS
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Bagi perusahaan ini, motivasi utama untuk menerapkan program tersebut begitu beragam,
namun paling banyak ditentukan oleh motivasi internal (sekitar 85%) (misalnya perhatian individu di
dalam perusahaan kepada pekerja, visibilitas penyakit ini atau tingkat keamanan pekerja itu sendiri
untuk jauh dari penyakit tersebut) seperti terlihat pada gambar 23. Sementara itu, faktor eksternal
masih penting untuk beberapa hal, terutama pada aturan pemerintah.

Gambar 23. Alasan untuk Menerapkan Program HIV dan AIDS

Q13&14. Sumber: memiliki program HIV dan AIDS (n=145; n terbobot=5,208)
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Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia

Pola yang sama terjadi lintas provinsi dan ukuran perusahaan. Dorongan dari asosiasi lebih
berpengaruh pada perusahaan besar, serta perusahaan di Jakarta (lihat Gambar 24). Sementara bagi
perusahaan kecil dan perusahaan di Jawa Timur, alasan untuk mempertahankan kinerja para pekerja
juga merupakan penggerak penting bagi mereka untuk menerapkan program HIV dan AIDS (lihat
Gambar 25).

Gambar 24. Alasan untuk Menerapkan Program HIV dan AIDS
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Gambar 25. Alasan Utama untuk Menerapkan Program HIV dan AIDS

n = 145 32 43 10 60 50 53 42
N wtd. = 5208 1855 2418 155 781 2134 2254 820

% % % % % % % %

85 76 91 92 88 87 87 76

48 65 38 61 38 39 54 58

93142341361671    
532--5221      -

3 4 2 - 2 - 7 -

3 1 5 - 3 1 3 9

2 - 5 - 5

Dorongan eksternal (nett) 15 24 9 8 12 13 13 24

10 14 9 8 3 10 6 21

3 6 - - 5 2 4 3
-4----42   

Total
DKI Jakarta

Papua 
(Papua Barat

& Papua)
Kecil

UKURANPROVINSI

Menengah BesarJawa Timur Kep. Riau

Dorongan internal (net)
Perhatian kepada pekerja kami/individu di dalam 
perusahaan yang memiliki perhatian pada masalah ini
Visibilitas penyakit ini

Untuk keamanan pekerja dari HIV/AIDS atau 
untuk mengantisipasi persebaran HIV/AIDS 
di antara para pekerja

Para pekerja/pengusaha memahami betapa bahaya-
nya HIV/AIDS, namun tak perlu takut terhadapnya

Untuk menjaga kinerja para pekerja

Mempengaruhi anggaran perusahaan

Menaati persyaratan legal dari pemerintah

Dorongan dari asosiasi
Penerapan kebijaksanaan global

Q14. Sumber: memiliki program HIV dan AIDS



Di antara perusahan yang mengaku menyelenggarakan program HIV dan AIDS, prakarsa
pencegahan dan pendidikan secara khusus merupakan apa yang perusahaan lakukan untuk pekerja
mereka (100% mengaku melakukan program semacam ini). Program pencegahan dan pendidikan
pada pokoknya dilakukan dengan menyediakan informasi di tempat kerja (83%), dengan memberikan
poster, brosur, panflet, selebaran, dan sebagainya; diikuti dengan menyediakan peringatan universal
(44%) seperti program pendidikan bagi pekerja (lihat Gambar 26).

Program tentang penyediaan akses bagi perawatan/dukungan/penanganan HIV (seperti
misalnya menyediakan akses bagi jaminan kesehatan/keuntungan perusahaan atau memprakarsai
bimbingan sukarela secara rahasia) merupakan yang lebih rendah pada umumnya (hanya 59% klaim
yang melakukan itu). Menyediakan akses bagi jaminan kesehatan/keuntungan perusahaan, serta
memprakarsai bimbingan konseling sukarela secara rahasia serta pengujian merupakan apa yang
hampir semua perusahaan lakukan.

Sedikit sekali perusahaan yang terikat dengan sektor publik/komunitas lokal atau melakukan
pemantauan/evaluasi/pelaporan program atau memiliki kerja sama dengan asosiasi pengusaha/
pemasok tentang isu ini.

Celakanya, setengah dari perusahaan yang mengklaim telah melakukan semua program tersebut
di atas tidak melakukannya secara reguler.

Program pendidikan layak harus dilakukan karena sebagian besar perusahaan merasa apa yang
mereka miliki saat ini sudah memadai.

Gambar 26. Program HIV dan AIDS yang Diterapkan

Sumber: Perusahaan yang telah menyelenggarakan prakarsa HIV  dan AIDS (n=145; n terbobot=5,208)
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Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia

Hanya sedikit perusahaan yang sebenarnya menyelenggarakan program terkait HIV dan AIDS
pada perusahaan mereka, seperti dijelaskan dalam bagian terdahulu. Kemudian, keseriusan
perusahaan untuk menerapkan program HIV dan AIDS dipertanyakan.

Beberapa pertanyaan mendasar perlu untuk dilontarkan: Apakah status sebenarnya kebijakan
HIV dan AIDS yang dimiliki? Serta, apakah mereka memiliki anggaran berkala dalam
menerapkan program terkait HIV dan AIDS?

Nyatanya, hampir semua perusahaan tidak memiliki kebijakan tertulis tentang HIV dan AIDS,
dengan hanya sekitar 13% yang mengaku memilikinya. Perusahaan besar, seperti yang diduga,
memiliki tinkat yang lebih tinggi (22%) dalam kepemilikan kebijakan tertulis.

Juga penting untuk dicatat bahwa kira-kira 28% perusahan memiliki kebijakan namun dalam
bentuk informal. Lihat Gambar 27 di bawah ini supaya lebih rinci.

Di antara 23 perusahaan yang mengaku memiliki kebijakan tertulis tentang HIV dan AIDS, banyak
dari mereka memasukkannya ke dalam peraturan perusahaan. Hanya sedikit yang memiliki kebijakan
tertulis ini menyatukannya ke dalam kesepakatan kerja bersama. Isi materi kebijakan tersebut hampir
seluruhnya tentang penyediaan pendidikan HIV dan AIDS bagi seluruh pekerja serta komitmen untuk
menerapkan program terkait HIV dan AIDS di tempat kerja.

Anggaran yang dialokasikan oleh perusahan untuk program pencegahan HIV dan AIDS benar-
benar membuktikan bahwa perusahaan belum memiliki perhatian yang cukup terhadap wabah ini.
Kira-kira 91% perusahaan menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki anggaran teratur untuk
pencegahan HIV dan AIDS; hanya 9% perusahan yang mengaku memiliki anggaran reguler untuk
menerapkan program terkait HIV dan AIDS (lihat Gambar 28).

Q18a. Sumber: Perusahaan yang memiliki program HIV dan AIDS

Gambar 27. Status Perusahaan yang Memiliki Kebijakan HIV dan AIDS
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Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini (lihat Gambar 29), perusahaan yakin bahwa ada
3 aspek yang memiliki dampak dalam mengintensifkan penerapan program terkait HIV dan AIDS.
Pendampingan Teknis tentang program pencegahan dan pendidikan merupakan aspek yang
memiliki dampak tertinggi dengan 89% perusahaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk
mengintensifkan respon perusahaan terhadap program HIV dan AIDS.

Q21. Sumber: Perusahaan yang memiliki program HIV dan AIDS

Gambar 28. Anggaran Teratur untuk Program Pencegahan HIV dan AIDS

18 1 20 15

91 82 99 80 93 97 85 93

7379

n        = 145 32 43 10 60 50 53 42
n wtd. = 5208 1855 2418 155 781 2134 2254 820

Total DKI Jakarta Jawa Timur Kep. Riau

Papua
(Papua
Barat &
Papua)

Kecil Menengah Besar

Tidak memiliki
anggaran
reguler
Memiliki
anggaran
reguler

(dalam %)

5 11 3
12

24

7

55

47

57

27
18

32

Gambar 29. Aspek untuk Menggencarkan Kepatuhan Perusahaan Melalui Program
HIV dan AIDS.

Q32. Sumber: semua responden (n=803; n terbobot=62,561)
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Pendidikan HIV dan AIDS di Dunia Kerja di Indonesia

Jika kebijakan yang terkait HIV dan AIDS di tempat kerja makin membaik (antara lain STI
dan penanganan HIV dan AIDS tercakup dalam Jamsostek, Keputusan Menteri 68/2004 ke dalam
UU dan mengandung sanksi hukuman jika tidak menerapkannya), mayoritas perusahaan (sekitar
82%) mengaku akan dapat menggencarkan respon mereka terhadap HIV dan AIDS. Perusahaan
besar dan perusahaan yang beroperasi di Papua menunjukkan respon yang lebih tinggi dibandingkan
dengan yang lainnya dalam hal ini.

Sementara itu, untuk lingkungan yang kondusif (misalnya pemerintah menyediakan skema
pengurangan pajak bagi penerapan program HIV dan AIDS, penyediaan kondom oleh BKKBN),
responnya juga positif dengan sekitar 65% klaim bahwa faktor ini akan mengintensifkan respon
mereka terhadap masalah HIV dan AIDS. Pola yang sama menunjukkan bahwa perusahaan di Papua
memperlihatkan respon positif yang lebih tinggi.

Serupa, jika pendampingan teknis disediakan untuk program pencegahan dan pendidikan,
hampir semua perusahaan, terutama perusahaan di Papua percaya hal ini akan mengintensifkan
respon mereka terhadap HIV dan AIDS.

Pada level spontan, informasi melalui pelatihan langsung pada dasarnya itulah yang diperlukan
oleh perusahaan dalam rangka mengintensifkan respon mereka atas kebijakan HIV dan AIDS.

Lihat Gambar 29 untuk lebih rinci.
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Gambar 29. Motivator yang Ditunjuk untuk Menggencarkan Respon Perusahaan

Sumber: semua responden

Komponen kunci tersebut diharapkan akan mengembangkan respon perusahaan terhadap
implementasi kebijakan HIV dan AIDS.



Kebanyakan perusahaan (70%) mengaku bahwa kondisi bebas HIV dan AIDS bukan
merupakanbagian dari sistem rekrutmen mereka, seperti terlihat pada Gambar 30. Meski demikian,
jika dibandingkan dengan daerah lainnya, lebih banyak perusahaan di Kepulauan Riau dan Papua
memiliki kondisi bebas HIV dan AIDS sebagai syarat rekrutmen dengan masing-masing 40% dan
49%. Perusahaan yang lebih besar secara lelatif lebih ketat dalam kebijakan rekrutmen dengan memiliki
bebas HIV dan AIDS sebagai syarat rekrutmen daripada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan
yang memiliki kondisi bebas HIV dan AIDS sebagai syarat rekrutmen telah memiliki beberapa rangkaian
cek-up medis/kesehatan untuk mengetahui calon tenaga kerja positif HIV dan AIDS.

Meski demikian, suka atau tidak, diskriminasi di tempat kerja lantaran karyawan terjangkit HIV
dan AIDS masih berlangsung. Dalam praktiknya, mereka masih akan menolak rekrutan baru yang
mereka temukan positif HIV dan AIDS (lihat Gambar 31 di bawah). Hal ini terjadi lintas daerah sektor
dan sektor.

Perusahaan yang memiliki bebas HIV dan AIDS sebagai syarat untuk rekrutmen memiliki beberapa
rangkaian cek-up medis/kesehatan untuk mengetahui apakah pelamar kerja positif HIV dan AIDS.

Gambar 30. Apakah Kondisi Bebas HIV dan AIDS adalah satu Syarat Rekrutmen bagi
Karyawan Baru?

Q33. Sumber: semua responden
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Q35. Sumber: semua responden

Tergantung pada
kondisi pekerja 12%

TIDAK akan
melanjutkan 82%

Akan melanjutkan 7%
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Seperti yang terlihat pada Gambar 32, terdapat beberapa langkah yang diambil oleh perusahaan
jika mereka melanjutkan merekrut pekerja positif HIV. Dengan menyediakan akomodasi yang
memadai serta memastikan akses untuk jaminan kesehatan dan keuntungan perusahan
merupakan beberapa tindakan penting yang akan perusahaan lakukan. Penyediaan perawatan dan
penanganan, jaminan privasi dan kerahasiaan, serta lingkungan yang terbuka dan mendukung
merupakan prioritas kedua.

Perusahaan tersebut, yang mengatakan bahwa keberlanjutan proses rekrutmen pekerja akan
bergantung pada kondisi pelamar, mengaku bahwa kondisi kesehatan dan keterampilan khusus
pelamar merupakan hal penting yang mereka pertimbangkan ketika mereka mempekerjakan karyawan
yang positif HIV sebagaimana tampak pada Gambar 33 di bawah ini.

19

22

35

38

38

53

62

Gambar 32. Jika Melanjutkan Rekrutmen, Apa yang Akan Perusahaan Lakukan
terhadap Pekerja yang Terinfeksi?

Q36. Sumber: Klaim melanjutkan proses bahkan jika rekrutan baru terjangkit positif HIV (n=59; n terbobot=4,294)

Menyediakan akomodasi yang memadai (penyesuaian
tugas, lingkungan kerja, jam kerja dan kondisi kerja,

termasuk waktu istirahat)

Memastikan akses untuk jaminan kesehatan
dan keuntungan perusahaan

Menyediakan perawatan dan penanganan untuk
infeksi ikutan umum

Menjamin privasi pekerja yang terkena dan
menjamin kerahasiaan

Menyediakan sebuah lingkungan yang terbuka,
menerima dan mendukung bagi pekerja yang

terungkap status HIV mereka

Menyediakan fasilitas untuk pengiriman penanganan
antiretroviral (ART) yang didanai oleh pemerintah

Menyediakan fasilitas bagi kelompok pendukung
mandiri dan konseling

Gambar 33. Pertimbangan tentang Merekrut Pekerja yang Positif HIV

Q37. Sumber: Tergantung pada situasi, dengan masih mempertimbangkan pekerja positif HIV dan AIDS yang baru
saja direkrut (n=115; n terbobot=7,269)

Kondisi kesehatan pekerja yang memungkinkan
melakukan pekerjaan

Ketrampilan khusus pekerja

Kelangkaan tenaga kerja



Mayoritas (sekitar 58%) perusahaan akan masih menerapkan kondis bebas HIV dan AIDS sebagai
syarat untuk promosi karier (lihat Gambar 34 di bawah). Pola yang sama terjadi lintas provinsi dan
sektor. Hanya pada sektor Pelayanan dan Teknologi Informasi & Telekomunikasi yang memiliki jumlah
perusahaan lebih sedikit yang mensyaratkan bebas HIV dan AIDS untuk promosi pekerjaan, dibanding
dengan sektor lainnya.

Untuk rotasi pekerjaan, kebanyakan perusahaan (sekitar 61%) juga tidak menuntut bebas HIV
dan AIDS sebagai syarat. Sekali lagi, sektor Pelayanan serta Teknologi Informasi & Telekomunikasi
cenderung lebih sedikit rigid dalam persyaratan ini. Berarti, lebih banyak perusahaan pada sektor ini
tidak memberlakukan persyaratan bebas HIV dan AIDS untuk rotasi pekerjaan daripada sektor lainnya.

Untuk Penghentian Kerja, perusahaan terkutubkan menjadi dua praktik berbeda. Sekitar
setengah jumlah perusahaan mengaku bahwa menjadi positif HIV dan AIDS menyebabkan terminasi
pekerjaan, sedangkan separuh lainnya tidak. Jumlah perusahaan yang mengaku HIV dan AIDS
menyebabkan penghentian kerja lebih sedikit di Kepulauan Riau dan Papua. Dengan melihat rincian
menurut sektor, terdapat indikasi bahwa secara relatif lebih banyak perusahaan di sektor Manufaktur,
Migas dan Pertambangan, serta Pelayanan memberlakukan kondisi positif HIV dan AIDS sebagai
ketetapan yang membuat penghentian pekerjaan di perusahaan mereka; sementara sektor Konstruksi
menunjukkan pola lainnya.

Mayoritas (82%) perusahaan yang memberhentikan karyawan yang terinfeksi HIV dan AIDS
mengaku bahwa mereka menyediakan pemotongan pesangon bagi mereka, dengan mengikuti
standar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hanya di Papua, lebih banyak perusahaan yang
mengaku membayar lebih tinggi daripada standar tersebut (Gambar 35).

Lintas sektor, sektror Transportasi dan Manufaktur cenderung memiliki jumlah perusahaan yang
lebih sedikit yang menyediakan pemotongan pesangon bagi pegawai yang diberhentikan karena
terinfeksi HIV dan AIDS dibandingkan dengan sektor lainnya (Gambar 36).

58 61
48

42 39
52

Gambar 34. Apakah Kondisi Bebas HIV dan AIDS Menyebabkan Aspek Berikut Ini?

Sumber: semua responden

Syarat untuk promosi
karier

Syarat untuk rotasi
kerja

Syarat untuk
penghentian kerja

Ya

Tidak
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Gambar 35. Apakah Karyawan Terinfeksi HIV dan AIDS yang Diberhentikan
Menerima Potongan Pesangon?

Gambar 36. Apakah Pekerja Terinfeksi HIV DAN AIDS yang Diberhentikan Menerima
Potongan Pesangon?

18 11 24
6 12 19 15 7

82 89 76
94 88 81 85 93

n        = 391 135 142 64 50 184 123 84
n wtd. = 32,467 13,855 16,923 1,032 658 24,036 6,773 1,658

11 10 10 7
41

11 9 7

86 88 85 93
57

85 88 91

2342523

n        = 341 120 117 60 44 157 106 78
n wtd. = 26,671 12,289 12,832 971 579 19,360 5,773 1,583

Total DKI Jakarta Jawa Timur Kep. Riau

Papua
(Papua
Barat &
Papua)

Kecil Menengah Besar

Q41. Sumber: Klaim bahwa kondisi terinfeksi HIV dan AIDS menyebabkan penghentian kerja

Q42. Sumber: Klaim bahwa pekerja yang diberhentikan karena terinfeksi HIV dan AIDS menerima pesangon

Lebih tinggi daripada
standar Depnaker

Mengikuti standar
Depnaker

Lebih rendah daripada
standar Depnaker

31
14 25

8
37

3
20 17

69
86 75

92
63

97
80 83

n        = 19 78 91 46 32 68 11 46
n wtd. = 1,658 1,612 6,864 6,616 3,463 3,214 4,631 1,330

7 7 10 12 5 14 20 13

88 92 84 83 95 81 80 85

256705

n        = 16 70 77 40 25 62 9 42
n wtd. = 1,110 5,890 4,983 3,170 2,028 4,476 1,063 3,951

Migas dan
Pertambangan Perdagangan Manufaktur Konstruksi Transportasi Pelayanan

Teknologi
Informasi
&Teleko-
munikasi

Sektor
Lainnya

Q41. Sumber: Klaim bahwa kondisi terinfeksi HIV dan AIDS menyebabkan penghentian kerja

Q42. Sumber: Klaim bahwa pekerja yang diberhentikan karena terinfeksi HIV dan AIDS menerima pesangon

Lebih tinggi daripada
standar Depnaker

Mengikuti standar
Depnaker

Lebih rendah daripada
standar Depnaker

Cara memperinci pemotongan pesangon…

Ya

Tidak

Ya

Tidak



Terakhir namun penting, hanya sekitar 1/3 dari jumlah perusahaan yang menyediakan tes
kesehatan reguler bagi para karyawan. Di antara jumlah kecil tersebut, hanya 31% jumlah perusahaan
yang menyertakan tes HIV dan AIDS dalam program mereka (lihat Gambar 37 di bawah ini).

Pola yang sama juga terjadi lintas provinsi dan sektor, dengan perbedaan relatif kecil:
• Perusahaan besar dan menengah cenderung memiliki tes kesehatan bagi karyawan mereka

dibandingkan perusahaan kecil. Termasuk perusahaan di Papua.
• Di Kepulauan Riau, jumlah perusahaan yang memiliki tes HIV dan AIDS dalam tes kesehatan

reguler lebih tinggi daripada wilayah lainnya.
• Perusahaan minyak, gas dan pertambangan cenderung memiliki tes kesehatan reguler bagi

kayawan dibandingkan sektor lainnya, seperti perdagangan, pabrik, konstruksi, transportasi
sebaliknya.

• Sekitar 40% perusahaan di sektor minyak, gas, pertambangan, sektor konstruksi, serta sektor
Transportasi mempunyai tes HIV dan AIDS dalam cek kesehatan reguler mereka. Sektor lainnya
sebaliknya.

Gambar 37. Apakah Tes Kesehatan Reguler Disediakan bagi Karyawan?

71%  Tidak 31% termasuk tes
HIV dan AIDS29%  Ya

Q43. Sumber: semua responden
Q44. Sumber: Menyediakan cek kesehatan reguler bagi karyawan
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Lampiran
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